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Gubernur Gorontalo minta OPD kelola DAK dengan cermat 

 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/223926/gubernur-gorontalo-minta-opd-kelola-dak-dengan-cermat  

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya meminta semua organisasi 

perangkat daerah (OPD) untuk mengelola dan menekankan tentang rasionalitas penawaran proyek 

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Hal itu menurutnya penting karena pembangunan fisik dari pemerintah pusat tidak lagi mengenal sisa 

anggaran dan harus dikembalikan jika tidak terpakai. 

"DAK sekarang berbeda dengan DAK sebelum – sebelumnya, tidak ada sisa hasil tendernya semua 

harus dikembalikan ke pusat," ucap Ismail Pakaya di Gorontalo, Rabu. 

Semua organisasi perangkat daerah yang mengelola DAK fisik diminta cermat untuk melihat paket 

penawaran pekerjaan dari pihak ketiga. Menawar dengan harga termurah penting tapi harus 

memperhatikan kualitas pekerjaan. 

"Paket pekerjaan Rp100 miliar itu kalau 20 persen (lebih murah) berarti Rp20 miliar harus 

dikembalikan. Itu jumlah yang sangat banyak yang rugi daerah," ujar Gubernur. 

Untuk meminimalisir penawaran proyek yang terlalu rendah, ia meminta dinas terkait untuk menggelar 

pertemuan dengan asosiasi pengusaha. Perlu ada kesepakatan ambang batas harga yang wajar. 

Sebelumnya, pejabat Gubernur Gorontalo melakukan pertemuan bersama pegawai Dinas Kumperindag 

untuk memberikan sejumlah arahan. Selain masalah disiplin dan netralitas ASN, Penjagub menekankan 

tentang serapan anggaran dinas serta target dan program kerja. 

Sumber Berita: 

1. https://gorontalo.antaranews.com/berita/223926/gubernur-gorontalo-minta-opd-kelola-

dak-dengan-cermat [diakses pada tanggal 09 Juni 2023]. 

https://gorontalo.antaranews.com/berita/223926/gubernur-gorontalo-minta-opd-kelola-dak-dengan-cermat
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2. https://suaracelebes.com/07/06/2023/penjagub-gorontalo-ismail-pakaya-tekankan-opd-

yang-mengelola-dak-cermat-melihat-paket-penawaran/ [diakses pada tanggal 09 Juni 

2023]. 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada: 

A. Pasal 1: 

1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta 

segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut. 

2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 

3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

5) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

6) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

7) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

8) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar warga negara. 

9) angka 63 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi, bupati 

bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota.  

B. Pasal 4: 
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1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa pemegangan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan: 

a) menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan 

APDB, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

b) mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan 

APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada 

DPRD untuk dibahas bersama; 

c) menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 

rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah 

mendapat persetujuan bersama DPRD; 

C. Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang 

didasarkan pada RKPD. 

D. Pasal 89: 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan 

PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD. 

2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memuat: 

a) kondisi ekonomi makro daerah;  

b) asumsi penyusunan APBD;  

c) kebijakan Pendapatan Daerah;  

d) kebijakan Belanja Daerah;  

e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan  

f) strategi pencapaian. 

3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun dengan tahapan: 

a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;  

b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang 

disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana 

kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan  

c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-

masing Program dan Kegiatan. 

E. Pasal 90: 
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1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan 

PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat 

minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan 

DPRD; 

2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan 

DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus; 

3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama 

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah 

dalam menyusun RKA SKPD; 

4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

F. Pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama 

rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling 

lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada 

DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD 

berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, 

untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik 

Tahun Anggaran 2023: 

A. Pasal 1: 

1) Angka 1 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK 

Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung 

pembangunan/pengadaan sarana dan prasararLa layanan publik daerah dalam rangka 

mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan 

layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 

2) Angka 2 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3) Angka 3 menyatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
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4) Angka 4 menyatakan bahwa Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau 

bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. 

5) Angka 5 menyatakan bahwa Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian 

Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing 

bidang/ subbidang DAK Fisik. 

6) Angka 6 menyatakan bahwa Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

B. Pasal 2 menyatakan bahwa DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2023. 

C. Pasal 3: 

1) Ayat 1 menyatakan bahwa Pengelolaan setiap tematik/bidang/subbidang DAK Fisik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis DAK 

Fisik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Presiden ini. 

2) Ayat 2 menyatakan bahwa Petunjuk teknis DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

a. menu kegiatan; 

b. kriteria lokasi prioritas; 

c. tata cara pelaksanaan kegiatan; 

d. mekanisme pengadaan barang jasa; 

e. spesifikasi dan/atau standar teknis target keluaran; 

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan 

g. capaian hasil jangka pendek. 

3) Ayat 3 menyatakan bahwa Menteri/pimpinan lembaga dapat mengusulkan perubahan 

Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri. 

4) Ayat 4 menyatakan bahwa Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diterima paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan. 

5) Ayat 5 menyatakan bahwa Perubahan atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Kementerian 

Negara/Lembaga terkait dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

D. Pasal 5: 
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1) Ayat 1 menyatakan bahwa Dalam hal terdapat permohonan penghentian penyaluran DAK 

Fisik oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri dapat melakukan penghentian penyaluran 

DAK Fisik. 

2) Ayat 2 menyatakan bahwa Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan setelah pembahasan bersama antara Kementerian Keuangan, 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait. 

3) Ayat 3 menyatakan bahwa Penghentian penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (21 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

4) Ayat 4 menyatakan bahwa Berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan Kementerian Negara/Lembaga terkait melakukan 

penyesuaian atas rencana kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran 

yang terintegrasi. 

E. Pasal 7: 

1) Ayat 1 menyatakan bahwa Usulan rencana kegiatan atas alokasi DAK Fisik per 

bidang/subbidang untuk Daerah baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 

mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, 

disampaikan oleh Daerah baru kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapatkan 

persetujuan. 

2) Ayat 2 menyatakan bahwa Persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada tanggal 14 Maret 2023. 

3) Ayat 3 menyatakan bahwa Dalam hal tanggal 14 Maret 2023 bertepatan dengan hari libur 

atau hari yang diliburkan, persetujuan atas usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

F. Pasal 8 menyatakan bahwa Penyampaian dan persetujuan atas usulan rencana kegiatan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Fisik. 

G. Pasal 9: 

1) Ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan laporan capaian hasil 

jangka pendek DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g melalui 

sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan 

Juni 2024. 

2) Ayat 2 menyatakan bahwa Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. capaian indikator; 
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b. kendala; dan 

c. data dukung. 

3) Ayat 3 menyatakan bahwa Laporan capaian hasil jangka pendek DAK Fisik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (21, dapat menjadi pertimbangan penilaian usulan DAK Fisik tahun 

berikutnya. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 

Khusus Fisik: 

A. Pasal 1: 

1) Angka 8 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK 

Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 

kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang 

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan 

prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan 

minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan 

kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan 

publik antardaerah. 

2) Angka 11 menyatakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disebut Kepala KPPN adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran 

Bendahara Umum Negara Pengelolaan TKDD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

3) Angka 12 menyatakan bahwa Indikasi Kebutuhan Dana Alokasi Khusus Fisik yang 

selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan DAK Fisik adalah indikasi dana yang perlu 

dianggarkan dalam rangka pelaksanaan DAK Fisik.\ 

4) Angka 13 menyatakan bahwa Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam 

bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 

5) Angka 17 menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN 

yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk anggaran belanja maupun 

pembiayaan dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah dan transfer ke Daerah 

tahunan yang disusun oleh KPA BUN. 

6) Angka 18 menyatakan bahwa Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang 

selanjutnya disingkat RDP BUN adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang 

merupakan himpunan RKA BUN. 

B. Pasal 2: 
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1) Ayat 1 menyatakan bahwa Jenis DAK Fisik terdiri atas: 

a. DAK Fisik Reguler;  

b. DAK Fisik Penugasan;  

c. DAK Fisik Afirmasi; dan/atau  

d. jenis DAK Fisik lain, 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. 

2) Ayat 2 menyatakan bahwa DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 

bidang-bidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. 

3) Ayat 3 menyatakan bahwa DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dikelompokkan ke dalam tema yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai 

APBN. 


